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ABSTRAK 

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama Baitul Maal Wa 
Tamwil (BMT). Dalam pelaksanaannya, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian untuk 
menghindari risiko pembiayaan bermasalah. BMT Tumang Boyolali yang pada dasarnya 
menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C+1S yaitu Character (watak), 
Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of 
economic (kondisi ekonomi), serta ditambah Syari’ah, masih mengalami pembiayaan 
bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak 
intern karena terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan jumlah pegawai di BMT 
Tumang Boyolali, sedangkan dari pihak ekstern sendiri yaitu karakter dari anggota/mitra 
pembiayaan yang berubah yang mana ketika proses pembiayaan sudah layak dibiayai 
namun ketika masa pembayaran angsuran pihak anggota banyak yang tidak sesuai dengan 
hasil survei yang diharapkan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam 
pembiayaan di BMT Tumang Boyolali. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif-analisis yang berlokasi di BMT Tumang Boyolali. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara secara langsung baik dengan pihak BMT maupun anggota 
pembiayaan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan 
pendekatan yuridis-empiris yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan 
prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan, analisis 
kelayakan berdasarkan prinsip 5C+1S secara menyeluruh dalam pemberian pembiayaan, 
dimana aspek collateral (jaminan) menjadi aspek prioritas dan aspek syariah menjadi 
syarat mutlak penyaluran pembiayaan, dan pengendalian risiko pembiayaan yang terdiri 
dari tahap pencegahan dan tahap tindakan penagihan/penyelesaian, namun 
implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan di 
BMT Tumang Boyolali belum berjalan sepenuhnya disebabkan oleh beberapa 
faktor, diantaranya masih kurang cermatnya pihak BMT dalam melakukan 
analisis pembiayaan atau survei, terlalu memaksakan untuk memberikan 
pembiayaan padahal anggota masih belum memenuhi syarat administratif, dan 
kurang jeli saat melakukan cek jaminan. Di satu sisi, anggota pembiayaan 
melakukan penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau 
mungkin mengalami permasalahan dan  perubahan karakter yang menjadikan 
kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan. 
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MOTTO 

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat,  

sungguh shalat itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusuk.  

Yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan berhadapan dengan Tuhan,  

dan hanya kepada-Nya saja mereka kembali.”  

(QS. Al-Baqarah: 45-46) 

 

“If you want one year of prosperity, grow grain. 

If you want ten years of prosperity, grow trees. 

And if you want one hundred years of prosperity, grow people.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah 

masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam saat ini, 

banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. Berdirinya lembaga 

keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah ini merupakan salah satu 

proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun 

makro.  

Saat ini lembaga keuangan syari’ah menjadi lembaga keuangan paling 

diminati di Indonesia terutama masyarakat muslim, kemajuan tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam 

mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Dengan dikeluarkannya Fatwa 

Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank 

menjalankan prinsip syari’ah.1 Fatwa ini keluar pada tanggal 10 Desember 2003 

yang menyatakan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan 

lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktek pembungaan adalah haram. 

Alasan pokok mengapa Al-Qur’an menyampaikan penilaian keras terhadap bunga, 

yaitu bahwa Islam ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya 

segala bentuk eksploitasi diatasi dan khususnya ketidakadilan yang terjadi dalam 

                                                           
1 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta:UII Press, 2005), hlm. 1. 
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bentuk penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan tanpa melakukan 

sesuatu atau ikut menanggung risiko, meskipun sudah bekerja keras tidak 

mempunyai jaminan serupa. Sistem produk simpanan merupakan karakteristik 

umum lembaga keuangan Islam. 

Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk 

tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki 

produk banyak dan beragam terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran 

dananya, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain.2 

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah 

kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya 

diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal 

usaha.  

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT juga memerlukan 

serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul 

dari kegiatan usaha. Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh BMT pada 

umumnya adalah risiko dalam kredit atau pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat 

kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada 

BMT. Untuk menghindari aspek risiko tersebut, maka BMT harus menerapkan 

prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

                                                           
2 Saeed Abdullah, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi 

Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 138. 
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bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang 

dipercayakan kepadanya.3 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan 

atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.4 

Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT juga dikuatkan oleh Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan 

bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian”.5 Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan 

hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. 

Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan 

kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam 

menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. 

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-

hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan 

                                                           
3 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pusaka Utama, 2001), hlm. 18. 
 

4 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

5 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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reserve. Kepercayaan murni adalah pemberian pembiayaan kepada mitranya 

hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan 

reserve diartikan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman 

kepada mitra atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank atau lembaga 

keuangan selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). 

Bahkan suatu bank atau lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan lebih 

mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.6 

Analisis pembiayaan dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat 

mencapai sasaran dan aman. Pembiayaan tersebut harus diterima 

pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara 

BMT dengan mitra sebagai penerima/pemakai pembiayaan. Selain itu, tujuan lain 

dari dilakukannya analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan menjadi terarah, 

yakni pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang 

dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan 

kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. 

Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek 

pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial 

ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha belum tentu layak 

dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisis 

kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor character (watak), capital 

(permodalan), capacity (kemampuan nasabah), condition of economy (kondisi 

                                                           
6 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 

87. 
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perekonomian) dan collateral (agunan) yang dikenal dengan istilah 5C. Selain itu 

lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran, dan 

kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Walaupun 

demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko 

pembiayaan macet (non perfoming financing) yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Pembiayaan macet atau 

bermasalah merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penyimpangan utama 

dalam pengembalian pembiayaan yang disebabkan keterlambatan dalam 

pengembalian sehingga diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses 

pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi potential loss. 

BMT Tumang Boyolali adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam 

yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa tabungan, kemudian 

menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada 

masyarakat. BMT Tumang Boyolali didirikan dengan maksud agar dapat 

memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Penyaluran pembiayaan BMT Tumang Boyolali 

difokuskan di sektor perdagangan, khususnya pedagang pasar. Setidaknya 60 

persen dari pembiayaan disalurkan ke pedagang di tiga pasar besar di Boyolali, 

yaitu pasar Sunggingan, pasar Ampel, dan pasar Cepogo. Selain menyalurkan 

pembiayaan ke pedagang pasar, BMT Tumang Boyolali juga menyalurkan 

pembiayaan kepada para perajin di Tumang. 

Sampai saat ini BMT Tumang Boyolali masih sering menghadapi 

permasalahan dalam pembiayaan. Faktor utamanya adalah penerapan prinsip 
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kehati-hatian dalam pembiayaan yang masih belum maksimal terutama pada saat 

proses survei/analisis calon anggota/anggota pembiayaan sehingga dalam 

pengembalian pembiayaan mengalami masalah atau kemacetan. Saat dilakukan 

survei, kadang petugas masih kurang teliti/cermat dan terlalu memaksakan untuk 

memberikan pembiayaan sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan 

pembiayaan. Beberapa anggota pembiayaan yang dibiayai memiliki tingkat 

kelayakan yang masih rendah dan belum memenuhi persyaratan teknis dari BMT 

Tumang Boyolali sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan atau permasalahan 

dalam pembiayaan. 

Dalam proses pengembalian pembiayaan, masih banyak mitra yang 

terlambat mengembalikan pembiayaan sampai melewati tanggal jatuh tempo. 

Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada anggota dengan inisial M yang 

meminjam uang senilai 130 juta dengan tujuan digunakan untuk pembangunan 

rumah. Namun dalam pengembalian mengalami kemacetan dikarenakan anggota 

tersebut mengalami kerugian yang besar, yakni terjadi gagal panen. Ia tidak 

memiliki usaha lain selain mengandalkan hasil panen saja sehingga secara 

otomatis menyebabkan M tidak dapat membayar angsuran dan menyebabkan 

pembiayaan macet atau bermasalah.  

Kasus lain terjadi pada anggota dengan inisial S yang meminjam dana 

sebesar 88 juta dengan tujuan digunakan untuk usaha kredit barang mebel. Namun 

dalam pelaksanaanya, orang-orang yang melakukan kredit barang mebel dengan S 

tersebut tidak dapat membayar sehingga S mengalami kerugian sehingga dalam 
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pengembalian pembiayaan mengalami permasalahan atau kemacetan karena tidak 

dapat mengembalikan angsuran secara penuh. 

Kasus lainnya muncul dari anggota berinisial H yang meminjam dana 

sebesar 190 juta yang digunakan untuk usaha dagang di pasar Cepogo. Namun 

usahanya tidak bisa berkembang dikarenakan laba yang diperoleh H harus dibagi 

dengan ibu mertuanya sehingga H tidak bisa mengangsur sesuai jadwal dan terjadi 

tunggakan sebesar 30 juta.7 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk 

mengadakan penelitian secara lebih mendalam dan ilmiah dengan judul 

“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam 

Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan yang telah digambarkan dalam latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini 

adalah: Apakah implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam  

pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah? 

 

                                                           
7 Wawancara dengan Bapak Jumadi Selaku Kepala Tim Optimalisasi BMT Tumang 

Boyolali, Tanggal 24 April 2017, Pukul 09:30 WIB. 



8 
 

C. Tujuan dan kegunaan  

1. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, 

maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu: Untuk 

mengetahui kesesuaian antara implementasi prinsip kehati-hatian 

(prudential principle) dalam  pembiayaan di BMT Tumang Boyolali 

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. 

2. Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Kegunaan Teoritis  

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian 

(prudential principle) dalam  pembiayaan. 

2. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut 

oleh mahasiswa. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi BMT dalam 

penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam  

pembiayaan. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun secara 

khusus dan pembaca pada umumnya tentang penerapan prinsip 

kehati-hatian (prudential principle) dalam  pembiayaan. 
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D. Telaah Pustaka 

Dari beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu yang telah ditelusuri 

penyusun, penyusun tidak menemukan hal-hal konkrit yang membahas ataupun 

meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait dengan kualitas 

penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-sumber penyusunan guna 

menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan. Oleh karena itu, penyusun akan 

menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat 

oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain: 

Skripsi yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy yang berjudul Penerapan 

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di 

BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah),8 Menjelaskan 

tentang penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan 

berdasarkan maqasid asy-syariah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-

hatian dalam dunia perbankan. Sedangkan perbedaannya adalah objek dan tempat 

penelitian, dimana penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali 

dengan pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif), 

sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla di BMT Bina Ummah Yogyakarta 

dengan berdasarkan maqasid asy-syari’ah.  

                                                           
8 Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam 

Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)”, 
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2014. 
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Skripsi yang disusun oleh Wahyu Novianto Eka Purnama yang berjudul 

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank 

BPD DIY Cabang Senopati,9 menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati yang 

dianalisis dengan pendekatan yuridis dan empiris dengan berdasar pada prinsip 

peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam dunia perbankan, sedangkan bedanya adalah pada tempat penelitiannya, 

penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali sedangkan skripsi 

Wahyu penelitiannya di BPD DIY Cabang Senopati. 

Skripsi yang disusun oleh Amanah Rahmatika yang berjudul Penerapan 

Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit Antara PT A dan Bank 

Z),10 menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan 

menganalisis kasus perjanjian kredit usaha rakyat. Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam dunia perbankan, sedangkan bedanya adalah pada tempat 

penelitiannya, penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali 

sedangkan skripsi Amanah melakukan penelitian di kantor kenotariatan. 

                                                           
9 Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka 

Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.  

 
10 Amanah Rahmatika, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha 

Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit Antara PT A dan 
Bank Z)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012. 
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Skripsi yang disusun oleh Andhi Rahman Indra R yang berjudul 

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM)11, menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian (procedural banking 

principle) dalam pengelolaan kartu ATM. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip 

kehati-hatian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun lebih condong kepada penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Tumang 

Boyolali guna pemberian pembiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Andhi lebih kepada penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional 

ATM. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Baitul maal  wa tamwil (BMT) 

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal  wa Tamwil atau 

dapat juga ditulis baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah/lughowi 

baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. 

Baitul maal dikembangkan berdasarkan masa perkembangannya, yaitu 

dari masa Rasulullah hingga abad pertengahan perkembangan Islam, 

dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan serta menyalurkan 

                                                           
11 Andhi Rahman Indra R, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 
2010. 
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dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang 

bermotif laba.12 

Menurut A. Djazuli, Baitul Maal  wa Tamwil (BMT) adalah balai 

usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil 

dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah 

dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima 

titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan 

peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau 

lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena 

lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).13 

Menurut Muhammad Ridwan, BMT berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945 serta berdasarkan syariah Islam, keimanan, keterpaduan, 

kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan 

profesionalisme.14 Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi 

yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan 

atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan 

                                                           
12 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul maal  wa tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII 

Press, 2011), hlm. 126. 
 
13 A. Djazuli, dkk., Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 183. 
 
14 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul maal  wa tamwil (BMT), 

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 6. 
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mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan 

akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). 

Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan 

tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat 

hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi 

harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, 

untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional. 

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan 

usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti 

usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota 

(nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan 

menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk 

mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan 

lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran 

hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT 

adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). 

Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, 

mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan 

perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah.15 

 

 

                                                           
15 Muhammad Ridwan, Managemen Baitul maal  wa tamwil, (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2004), hlm. 13. 
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2. Pembiayaan 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, pengertian Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, 

dan istishna’; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, 

atau bagi hasil.16 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, pengertian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
                                                           

16 Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.17 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT karena berhubungan 

dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam BMT 

menganut prinsip syariah. Pengertian dari prinsip syariah adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah.  

3. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Undang-undang perbankan telah mengamanatkan agar senantiasa 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya, termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu, Bank 

Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-

peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Prinsip kehati-hatian 

(prudential principle) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya 

wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana 

masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sehubungan dengan 
                                                           

17 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus 

dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh 

keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit 

yang telah disalurkan.18 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, pengertian prinsip kehati-hatian adalah pedoman 

pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang 

sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.19 

Kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 

secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS 

dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian.20 Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian ini dalam rangka 

menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank 

yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, 

antara lain , sistem pengawasan intern. 

Baitul Maal  wa Tamwil (BMT) sebagai pemberi dana (shahibul 

maal), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan juga wajib 

                                                           
18 Muhammad Djumana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 

2000), hlm. 67. 
 
19 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
 
20 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Perbankan Syariah, karena BMT adalah termasuk dalam kategori 

perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam segala kegiatan 

dan usahanya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, BMT akan 

memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi 

secara keseluruhan calon peminjam (mudharib). Prinsip ini dikenal dengan 

prinsip 5C, yaitu:21  

1. Character (watak), yaitu penilaian terhadap karakter atau 

kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan 

bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. 

2. Capacity (kemampuan), yaitu penilaian tentang kemampuan 

peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur 

dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung 

dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti 

karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain 

sebagainya. 

3. Capital (modal), yaitu penilaian terhadap kemampuan modal 

yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi 

usaha/perusahaan yang ditunjukkan oleh risiko keuangan dan 

penekanan pada komposisi modalnya. 

4. Colateral (agunan), yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon 

peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu 
                                                           

21 Agus Rasidi, Mengenal Baitul maal  wa tamwil (BMT), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 
2008), hlm. 92. 
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risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat 

dipakai sebagai pengganti kewajibannya. 

5. Conditions of economic (prospek usaha nasabah). Pihak BMT 

harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan 

secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha 

yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan 

karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka 

panjang. 

  

F. Metode Penelitian 

Untuk mencapai penelitian yang tepat dan terarah, penyusun menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian 

secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang 

erat kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle) di BMT Tumang Boyolali. 

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk 
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mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi 

bahan dalam penyusunan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pusat BMT Tumang 

Boyolali yang berlokasi di Jl. Boyolali-Semarang Km. 1, Penggung, 

Boyolali dan di tiga kantor cabang, yaitu BMT Tumang Cabang Cepogo, 

BMT Tumang Cabang Tumang, dan BMT Tumang Cabang Boyolali. 

Penyusun memilih lokasi tersebut dikarenakan letaknya yang strategis, 

yakni pertemuan antara desa dengan kota dan BMT Tumang Boyolali 

merupakan kantor pusat BMT Tumang. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian 

dianalisis secara mendalam dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan perbankan. 

4. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-

pasal perundang-undangan tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat 

empiris dalam rangka mengolah data dari lapangan yang disajikan dalam 
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pembahasan.22 Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan 

perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai prinsip kehati-hatian 

dlam bidang keuangan. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang 

menekankan pada kenyatan atau fakta-fakta yang terdapat di lokasi 

penelitian terkait dengan prinsip kehati-hatian di BMT Tumang Boyolali. 

5. Sumber Data 

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau 

keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu 

informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

penelitian lapangan di BMT Tumang Boyolali melalui observasi, 

wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dibuat dan 

merupakan pendukung sumber data primer, berupa peraturan 

perundang-undangan tentang prinsip kehati-hatian dalam dunia 

perbankan. 

c. Data tersier 

                                                           
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52. 
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Data tersier adalah sumber dari data pendukung primer dan 

sekunder, berupa kamus, website ataupun lainnya yang akan menjadi 

pendukung dalam penelitian ini. 

6. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

merupakan proses tanya jawab secara fisik dalam arti melihat dan 

mendengar dengan telinga sendiri. Teknik ini sebagai alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula.23 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang 

disusun dalam kerangka pertanyaan untuk disajikan agar pola 

komunikasi tidak menyimpang dari persoalan penyusunan. Dalam hal 

ini penyusun menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan 

data dari BMT Tumang Boyolali dengan mewancarai pihak BMT 

Tumang Boyolali dan anggota pembiayaan. 

 

 

 

                                                           
23 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 179. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.24 

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara 

langsung yang dilakukan oleh penyusun terhadap peran-peran subyek 

yang diteliti. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari 

hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya 

serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.25 Dalam 

teknik ini penyusun memfokuskan pengumpulan data dengan 

menyesuaikan tujuan penulisan, merencanakan secara sistematis, dan 

mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang diperoleh dari 

BMT Tumang Boyoali terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian. 

c. Metode dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-

data yang bersangkutan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan 

data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, 

menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan, selain itu dokumen juga 

bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.26 Dalam hal ini 

penyusun melakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip, berkas-

berkas, dan literatur lainnya yang terkait dengan judul skripsi.   

                                                           
24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 

106. 
 
25 S. Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106. 
 
26 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1991), hlm. 161. 
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7. Analisis Data 

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan analisis data 

yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta 

atau gejala-gejala yang berlaku. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan 

dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang ada dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub bab dan 

masing-masing bab saling terkait satu sama lain sehingga membentuk rangkaian 

kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah tinjauan umum Baitul maal  wa tamwil dan prinsip 

kehati-hatian dalam pembiayaan yang meliputi: Baitul maal  wa tamwil (BMT), 

pembiayaan, dan prinsip kehati-hatian. 

Bab ketiga adalah gambaran umum BMT Tumang Boyolali, yang terdiri 

dari profil BMT Tumang Boyolali dan Mekanisme Pembiayaan BMT Tumang 

Boyolali. 
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Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dari 

data-data yang diperoleh untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan prinsip 

kehati-hatian (prudential principle) dalam  pembiayaan di BMT Tumang Boyolali 

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran dari penulisan hukum yang 

meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan di BMT 

Tumang Boyolali sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian 

diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan yang 

mengharuskan anggota untuk melengkapi persyaratan administratif. Pada 

tahap survei dilakukan penilaian terhadap aspek 5C+1S, yaitu penilaian 

terhadap character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), 

collateral (agunan), condition of economy (kondisi ekonomi), dan aspek 

syariah, dimana aspek collateral (jaminan) menjadi aspek prioritas dan 

aspek syariah menjadi syarat mutlak penyaluran pembiayaan. Setelah 

pelaksanaan survei, BMT Tumang Boyolali tidak langsung begitu saja 

memberikan dana pembiayaan yang diajukan namun dilakukan 

perundingan terlebih dahulu dalam rapat komite untuk pertimbangan 

kelayakan. Kemudian setelah dana pembiayaan disalurkan ke anggota, 

BMT melakukan monitoring/pemantauan terhadap penggunaan dana 

anggota untuk mengetahui kondisi usaha anggota dan kesesuaiannya 

dengan akad, namun implementasi prinsip kehati-hatian (prudential 
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principle) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali belum berjalan 

sepenuhnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih kurang 

cermatnya pihak BMT dalam melakukan analisis pembiayaan atau survei, 

terlalu memaksakan untuk memberikan pembiayaan padahal anggota 

masih belum memenuhi syarat administratif, dan kurang jeli saat 

melakukan cek jaminan. Di satu sisi, anggota pembiayaan melakukan 

penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau mungkin 

mengalami permasalahan dan  perubahan karakter yang menjadikan 

kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pihak BMT: 

a. BMT Tumang Boyolali hendaknya melakukan monitoring terhadap 

anggota pembiayaan secara terjadwal sehingga pemantauan kondisi 

anggota dan kesesuaian akad anggota dapat dilakukan secara 

intensif. 

b. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya 

perangkapan fungsi sehingga dapat terjadi pengendalian secara 

efektif, dan dapat memperkecil penyalahgunaan wewenang. 

c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan sudah 

dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi penilaian tentang 

kondisi ekonomi anggota hendaknya diberikan porsi lebih lagi, 

mengingat kondisi perekonomian yang selalu fluktuatif. 
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d. Ketentuan besarnya nisbah (bagi hasil) yang dilakukan oleh 

anggota pembiayaan dengan BMT Tumang Boyolali hendaknya 

lebih diperhitungkan lagi, mengingat kondisi ekonomi anggota 

pembiayaan yang fluktuatif. 

2. Bagi Pemerintah: 

a. Pemerintah hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap 

BMT terutama dalam kegiatan pembiayaan. 

b. Pemerintah hendaknya melakukan pemantauan secara terus 

menerus dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan 

oleh BMT.  

3. Bagi Mayarakat: 

a. Pemberian pembiayaan dari BMT hendaknya selalu digunakan 

sesuai dengan ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. 

b. Selalu menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pengembalian 

pembiayaan agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan. 
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